BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI HUTANG DENGAN GADAI(RAHN) SAWAH
DI DESA DUKUH KECAMATAN BUDURAN

A. Analisis Latar Belakang Tradisi Hutang dengan gadai(Rahn) Sawah Di Desa
Dukuh Kecamatan Buduran

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian
pada bab sebelumnya, bahwa praktek sistem pelaksanaan tradisi hutang dengan
gadaisawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Dukuh Kecamatan Buduran
dan kabupaten Sidoarjo ini disebabkan adanya suatu kebutuhan yang sangat
mendesak dalam kehidupannya, jadi untuk memenuhi kebutuhannya tersebut
dengan cara mencari pinjaman dari orang lain karena untuk mencari pinjaman
itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga mereka menempuh jalan
yang pintas yakni dengan pinjam uang kepada seseorang yang dianggap mampu
dan memberikan sawah dan sertifikatnya sebagai jaminan hutang kemudian dari
sawah tersebut manfaatnya bisa diambil oleh pemberi hutang dengan gadai
sawah . Hal ini terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada waktu
transaksi gadai, dan perjanjian terus berlangsung sampai penghutang dapat
melunasi kembali uang yang dipinjamnya tersebut.

Praktek tradisi hutang dengan gadaisawah yang dilakukan di Desa

Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo merupakan penyerahan atas
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sebidang sawah dan sertifikatnya yang dilakukan oleh pemilik sawah kepada
pemberi hutang dengan gadai sawah (pemberi pinjaman uang) atas hutang yang
diterimanya dari pemberi hutang dengan gadai sawah sampai pihak pemberi
gadai dapat melunasi hutangnya. Hal yang terjadi bahwa pemberi hutang
dengan gadai sawah mengambil hak alih kepemilikan sawahnya dari pemilik
sawah selama hutang yang dipinjam belum dikembalikan. Pemberi hutang
dengan gadai sawah berhak untuk mengelola dan memanfaatkan sawahnya
semaksimal mungkin dengan hasil dikuasai oleh pemberi hutang dengan gadai
sawah tanpa memberikan bagi hasil sedikitpun kepada pemilik sawah. Dan hal
tersebut tidak dijelaskan didalam akad yang telah berlangsung sebelumnya.
Dalam sebuah hadits shahih Bukhori menerangkan bahwasannya
diterangkan larangan untuk mengambil tanah hak milik orang lain, yang

berbunyi :
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Artinya : “dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : nabi Muhammad SAW

telah bersabda barang siapa yang mengambil tanah sseorang dengan tiada

baknya#maka ia akan dikubur dengannya pada hari kiamat sampai tujuh lapis
bumi.’

Dari hadits diatas dapat dilihat bahwasannya setiap orang yang

mengambil tanah milik orang lain maka, kelak dikemudian hari ia akan

4 Labib MZ, Shohih Bukhori (Surabaya: Tiga Dua, 1993), 231
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mendapat balasan yang pedih atas perbuatannya. Dan sebagaimana praktek
tradisi hutang dengan gadaisawah yang terjadi di desa Dukuh tersebut dapat
dilihat bahwasanya transaksi tersebut sama dengan mengambil tanah milik
orang lain dalam hal ini pemberi hutang dengan gadai sawah telah mengambil
alih hak kepemilikan sawah tersebut sehingga dapat dikatakan pemberi hutang
dengan gadai sawah tersebut telah mengambil sawah milik orang lain tanpa
sepengetahuan pemilik sawah. Sebab dalam perjanjian akad diatas tidak
descbutkan secara jelas bahwa sawah tersebut boleh dikelola oleh pemberi
hutang dengan gadai sawah .

Dalam hukum Islam hal ini tidak diperbolehkan dan apabila masih
tetap dilakukan maka, orang yang telah melakukan hal tersebut kelak akan
mendapat balasan yangs etimpal atas perbuatan yang mereka lakukan.

B. Analisis Tradisi Hutang dengan gadai(R2hn) Sawah Di Desa Dukuh Kecamatan

Buduran

Praktek tradisi hutang dengan gadaiyang terjadi di desa Dukuh
kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo yang pada awalnya adalah memiliki
niat untuk membantu sesame muslim yang sedang mengalami kesulitan, dengan
jalan member pinjaman sejumlah uang kepada orang yang membutuhkannya.
Kini tradisi itu telah menjadi suatu lahan untuk mencari keuntungan untuk
memperoleh penghasilan yang lebih bagi suatu masyarakat tertentu terutama

bagi orang yang memiliki harta berlebih. Tradisi hutang dengan gadaisawah
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yang dilatar belakangi oleh adanya suatu kebutuhan yang mendesak ini masih

saja tetap berlangsung hingga sekarang. Sebab bagi seseorang yang kurang

mampu mencari pinjaman dengan menyerahkan sawahnya sebagai jaminannya
merupakan salah satu cara vang paling mudah untuk mendapatkan uang demi
memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dan adapun barang yang harus dijadikan jaminan pada umumnya
adalah barang yang bernilai dan produktif. Dalam masyarakat Dukuh barang
tersebut adalah sawa ataupun kolam ikan. Menurut hukum Islam perjanjian
gadai dipandang sah jika para subyeknya memenuhi syarat cakap melakukan
suatu tindakan hukum tukar menukar benda, berakal, baligh, tidak dibawah
pengampuan. Untuk sahnya perjanjian gadai, maka marhum harus memenuhi
syarat :

1. Marhun merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum syara'.
Adapun mengenai benda bernilai itu sendiri adalah suatu benda itu dikuasai
dan boleh diambil manfaatnya oleh syara' dalam keadaan terpaksa.

2. Marhun itu harus dapat diperjual belikan dan nilainya seimbang dengan
besarnya hutang.

3. Marhun itu harus jelas dan tertentu.

4. Marhun itu milik sah debitur itu sendiri.

5. Marhunitu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik

sebagian maupun seluruhnya).
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6. Marhun itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dibeberapa
tempat.

7. Marhun itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun
manfaatnva.

Dari praktek Nabi yang menjelaskan bahwa yang dijadikan sebagai
Marhun termasuk barang bergerak yang berupa baju besi karena pada zaman
Nabi baju besi mempunyai nilai yaitu sebagai baju besi di medan pertempuran,
maka boleh dijadikan sebagai jaminan hutang karena termasuk dalam satu
syarat dari Marhun yaitu barang yang berwujud dan bernilai. Dan perjanjian
yang terjadi dalam masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo yang dijadikan Marhun dalam transaksi hutang dengan gadaiadalah
sawah, karena sawah termasuk benda yang berwujud dan mempunyai nilai maka
Islam membolehkan jika sawah dijadikan sebagai barang jaminan hutang, karena
hal ini termasuk dalam salah satu syarat Marhun. Menurut penjelasan diatas
bahwa tidak disyaratkan bagi marhum itu harus benda bergerak, akan tetapi
benda berwujud dan bernilai. Dan di dalam al-Qur'an dan al-Hadits tidak
menjelaskan bahwa barang itu bergerak atau tidak bergerak maka dari itu baik
benda bergerak maupun tidak bergerak boleh dijadikan sebagai jaminan hutang
asalkan memenuhi syarat-syarat Marhun.

Dari keterangan diatas gadai termasuk muamalah sedangkan dalam

prinsip karena sawah yang dijadikan Marhun termasuk benda yang berwujud dan
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bernilai, maka boleh dijadikan barang jaminan selama dalam melakukan
perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam misalnya
mengandung hukum riba. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan

diharamkan riba dalam surat al-Baqarah ayat 275 :
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Artinya @ “orang-orang yang Makan (mengambil) ribatidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)
penyakit gila. Keadaan mercka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allsh. orang yang kembali
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka
kekal di dalamnya.”™

Disamping itu juga pendapat para ulama bahwa semua barang yang

dapat dijualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Jika dilihat dari segi sifat atau
keadaan barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai sawah dapat
dianggap sah sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam figih Islam. Jadi
dapat diambil suatu kesimpulan bahwa barang atau benda apapun yang sudah
memenuhi syarat misal salah satunya adalah bernilai menurut ketentuan hukum

syara', dapat diperjual belikan dan Marhun milik penghutang sendiri bukan milik

* Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1980), 64
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orang lain maka bisa dijadikan sebagai jaminan hutang, walaupun benda atau
barang itu bergerak ataupun tidak bergerak maka menurut hukum Islam barang
tersebut bisa dijadikan sebagai barang agunan atau barang jaminan.
Sebagaimana vang telah diuraikan di atas, dalam praktek tradisi hutang
dengan gadaisawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan
Buduran Kabupaten Sidoarjo, dimana pemberi hutang dengan gadai sawah
setelah akad dilakukan maka ia memiliki hak untuk memanfaatkan sawahnya
dengan sepenuhnya tanpa harus ada izin dari pemelik sawah, schingga dapat
dikatakan pemberi hutang dengan gadai sawah juga telah mengambil hak
kepemilikan dari sawah tersebut selama penghutang belum dapat melunasi
hutangnya. Adapun mengenai kewajiban dan hak murtahin atas barang jaminan
misalnya pemberi hutang dengan gadai sawah yang memberikan nafkah biaya
atas barang jaminan yang berupa binatang diberi hak untuk mengendarai atau
meminum susunya, sebesar biaya dan pemeliharaannya. Selain itu boleh
memanfaatkannya kalau ada kelebihan maka menjadi hak rahin. Pada
hakikatnya barang yang dijadikan jaminan itu berfungsi sebagai jaminan atas
hutang bukan untuk dimanfaatkan atau diambil hasilnya oleh murrahin. Apabila
barang jaminan dimanfaatkan atau diambil hasilnya adalah hanya sebesar biaya
yang dikeluarkan atas barang jaminan tersebut. Hal dimaksudkan supaya tidak

menimbulkan kerugian pada salah satu pihak terutama pihak rahin.
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Jadi sistem yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dukuh Kecamatan
Buduran yaitu hak pemberi hutang dengan gadai sawah boleh memanfaatkan
dan mengambil hasilnya, karena penghutang sudah mendapat imbalan uang dari
pemberi hutang dengan gadai sawah dan penghutang sudah memberi izin untuk
memanfaatkan dan mengambil hasilnya tetapi tidak boleh terlalu berlebihan.
Islam menganjurkan bahwa apabila seseorang mengadakan hubungan mu'amalah
dengan pihak lain tidak secara tunai (hutang), maka hendaklan diadakan
perjanjian secara tertulis, sebagaimana dijelaskan dalam A-Qur’an Surah Al-
Baqarah Ayat 282 yang memerintahkan untuk mencatat apabila mengadakan
mu'amalah tidak secara tunai, dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak
mengingkari apa yang telah disepakati bersama serta mau melaksanakan
kewajiban masing-masing pihak dengan baik sedangkan jaminan yang dipegang
oleh pemberi hutang dengan gadai sawah adalah kedudukan sama-sama dengan
pencatatan. Dalam masalah mu'amalah ada unsur pokok yang menjadikan sah
atau tidaknya suatu akad yaitu dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak

berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29 :

o8 5 % of ¥ Ul ot Kol BB e ol @il
P c L3 E, v, ~ C - e
B U 15 0BT ) W RLATTEE ¥ 18a 15

Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuvali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. i

* Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1980), 114
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Sejalan dengan ayat diatas, maka ulama Hanafiyah berpendapat bahwa
pemberi hutang dengan gadai sawah boleh memanfaatkan barang jaminan
berdasarkan izin pemiliknya sebab pemilik barang gadai tersebut dapat
mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya termasuk pemberi hutang
dengan gadai sawah untuk mengambil manfaat barangnya. Dan hal tersebut
bukan termasuk riba, karena pemanfaatan barang gadai diperoleh melalui izin
dan buka ditarik karena adanya pinjaman. Dalam hal ini pendapat ulama Hanafi
dapat disetujui dengan syarat formalitas tetapi benar-benar tulus dan ikhlas
berdasarkan saling mengerti dan saling tolong menolong. Akan tetapi hal ini
bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Dukuh mengenai praktek
hutang dengan gadaiyang dari awal tidak ada perjanjian secara tertulis serta
pihak pemberi hutang dengan gadai sawah juga tidak mendapat izin dari
pemilik sawah ia langsung saja mengambil alih atas kepemilikannya dengan cara
memanfaatkan atau mengelola sawah tersebut sampai ia dapat menebus
hutangnya kcmbali karcina adanya Kcicipaksaai, scbab apabila dilihat dari latar
belakang terjadinya tradisi hutang dengan gadaisawah ini, maka gadai sawah
beserta hasilnya adalah merupakan suatu tindakan darurat demi untuk
memenuhi kebutuhan yang mendesak dan memang sedang tidak mendapatkan
jalan lain yang harus ditempuh, sehingga dengan rasa terpaksa ia menggadaikan
sawahnya, karena apabila tidak demikian mereka tidak akan mendapatkan

pinjaman padahal kebutuhan semakin mendesak kerelaan yang semacam inilah
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dapat merubah hak yang halal menjadi haram, yang disebabkan adanya unsur
eksploitasi yang mengakibatkan kerugian pihak pemberi gadai dan memberikan
keuntungan kepada pemberi hutang dengan gadai sawah .

Adapun mengenai batas berakhimya praktek tradisi hutang dengan
gadaiyang terjadi didesa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini
tidak ditentukan, dalam arti tidak ada ketentuan yang jelas baik batas maksimal
ataupun batas minimal untuk pelunasan hutangnya. Sehingga penebusan sawah
yang tergadai itu terserah kemauan dan kemampuan penghutang, hal ini terjadi
karena masyarakat Desa Dukuh masih menggunakan cara-cara hukum adat
kebiasaan, dimana hak untuk penebusan sawah yang digadaikan tidak
ditentukan batas waktunya walaupun bertahun-tahun lamanya, dan juga hal ini
dikarenakan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada si penghutang untuk
memiliki sawahnya kembali dan pemberi hutang dengan gadai sawah untuk
memanfaatkan barang gadainya. Disamping itu walaupun murtahin berhak
memperoleh pembayaran piutangnya, dalam waktu yang telah ditentukan dalam
perjanjian. Namun kalau ternyata rahin masih belum bisa melunasinya, maka
batas waktunya bisa lebih lama sampai si penghutang dapat menebus sawahnya
kembali. Sebab dalam hukum Islam sendiri tidak menerangkan secara pasti
tentang batas waktu gadai tersebut.

Sedangkan dalam hukum Islam masalah ini tidak dijelaskan secara

pasti, hanya saja apabila ada sescorang yang mempunyai hutang dan belum
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mampu melunasi hutangnya maka dianjurkan untuk memberikan tangguh
kepada mereka sehingga mereka mampu untuk melunasi hutangnya tersebut.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 :

e . . 8., .c
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Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”’

Dan apabila pada waktu yang telah ditentukan rahin belum bisa
membayar hutangnya maka murtahin harus selalu memperhatikan keadaan
rahin, apabila keterlambatan itu disebabkan ketidakmampuannya rahin
membayar hutang, maka hendaknya murtahin memperpanjang tenggang waktu
hingga rahin bisa mendapat uang untuk membayar kembali hutangnya. Di sisi
lain, walaupun murtahin berhak memperoleh pembayaran piutangnya, dalam
waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun kalau ternyata rahin
masih belum bisa melunasinya, maka murtahin hendaknya memberikan
tenggang waktu yang lebih lama sampai si penghutang dapat menebus sawahnya
kembali. Sebab dalam hukum Islain scudiri {idak mcnciangkan sccaia pasti

tentang batas waktunya.

C. Analisis Dampak Yang Terjadi Dari Tradisi Hutang dengan gadai(Rahn) Sawah
Di Desa Dukuh Kecamatan Buduran

Setiap apa yang terjadi di dunia ini pasti terdapat suatu dampak dan

akibatnya apapun itu penyebabnya. Begitu juga dengan praktek trades hutang

41 Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: PT Bumi Restu, 1980), 65
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dengan gadaiyang terjadi di daerah Dukuh kecamatan Buduran Kabupaten
Sidoarjo ini. Apabila dilihat dari segi waktunya yang tidak diketahui secara jelas
kapan perjanjian tersebut akan berakhir. Hal tersebut dapat mengakibat dampak
baik posotif ataupun negative bagi kedua belah pihak dalam hal ini adalah
murtahin dan rahin. Tidak adanya batas waktu tersebut sangat menguntungkan
bagi murtahin, karena dia bisa semakin lama mengambil manfaat dari sawah
yang digadaikan tersebut. Apalagi kalau rahin belum mampu melunasi
hutangnya sampai waktu yang sangat lama. Hal ini banyak terjadi dalam
masyarakat ini.

Akan tetapi apabila dilihat dari tidak adanya perjanjian secara tertulis
hal tersebut akan dapat menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari.
Sebab apabila pihak rakhin sudah melunasi hutangnya dan pihak murrahin masih
belum memberikan sawahnya dikarenakan sawahnya yang masih belum panen,
maka pihak rahin tidak bisa membawa masalah ini kesuatu instasi pemerintah
seperti pengadilan, sebab tidak adanya bukti yang kuat dalam masalah tersebut.
Pihak rahin akan semakinmenyulitkan bagi pihak rahin.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Hutang dengan gadai(RaAn) Sawah Di
Desa Dukuh Kecamatan Buduran

Hukum muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan
seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai,

syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur
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hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta
kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Dalam bidang
muamalah ini Al-Qur’an hanya memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti
larangan memakan harta orang lain secara tidak sah dan keharusan adanya rela
sama rela. Dalam kehidupannya manusia tidak akan terlepas dari praktik
muamalah, oleh karena itu untuk lebih baiknya muamalah yang kita praktikkan
maka Allah SWT. menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk
mencatat jika mereka bermuamalah tidak dengan cara tunai. Menurut Ibnu
Katsir menjelaskan bahwa perintah menulis disini hanya merupakan petunjuk
kejalan yang lebih baik dan terjaminnya keselamatan yang diharapkan, bukan
perintah wajibs. Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk
menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang
terikat dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian
itu tidak dicatatkan, maka dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan
terhadap salah satu pihak tersebut, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak
yangmemberi hutangan.

Akad gadai yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo ini memang tidak tertulis secara formal, gadai ini juga tidak
memiliki batasan waktu atau jatuh tempo. Akad gadai ini lebih didasarkan pada
rasa saling percaya diantara kedua belah pihak. Akan tetapi Islam mengajarkan

bahwa jika sebagian orang-orang mempercayai sebagian yang lain, maka
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hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Walaupun
praktetek tradisi hutang dengan gadaitersebut tidak tertulis, namun akad
tersebut sudah memenuhi rukun gadai. Yaitu adanya ‘aqidayn (rahin dan
murtahin), marhun (barang vang digadaikan), marhun bih (utang) dan sigaf.
Akad tersebut juga sudah memenuhi syarat-syarat rahn, dari segi ‘agidayn
adalah termasuk orang yang sudah dewasa, cerdas dan berakal. Masyarakat yang
melakukan akad ini sudah memenuhi kriteria tersebut. Barang yang digadaikan
dapat dinilai dengan uang, hal ini juga sudah memenuhi syarat karena yang
biasa dijadikan barang gadai adalah tanah yang digunakan untuk bercocok
tanam yang sudah jelas dapat dinilai dengan vang. Barang yang digadaikan oleh
masyarakat tersebut juga merupakan milik sendiri. Telah dijelaskan dalam bab
sebelumnya bahwa praktek tradisi hutang dan gadai yang terjadi dalam
masyarakat Desa Dukuh ini diawali dengan perjanjian antar kedua belah pihak,
dimana pihak rahin (orang yang menggadaikan) datang kepada murtahin
(pemberi hutang dengan gadai sawah ) untuk berhutang sejumlah uang dan
bermaksud menjadikan sawahnya sebagai jaminan hutang tersebut. Setelah
keduanya sepakat, akad tersebut sudah mempunyai kekuatan mengikat dan
secara otomatis hak pengelolaan sawah rahin jatuh sepenuhnya kepada
murtahin, rahin sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengelola dan
mengambil manfaat dari tanah tersebut sampai hutangnya itu dilunasi.

Meskipun hal tersebut dijelaskan dalam akad diawal bahwasannya murtahin
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dapat mengelola sawahnya secara penuh tanpa ada bagi hasil dengan pemilik
sawah.

Rahn (gadai) mempunyai kekuatan mengikat setelah terjadi transaksi
karena hal ini mewuiudkan manfaat rahn (gadai). vaitu adanya jaminan hutang
dapat dibayar dari barang yang digadai atau dari hasil jualnya jika tidak dapat
membayar. Dalam akad gadai yang terjadi di Masyarakat DesaDukuh ini tidak
ada batasan waktu, sehingga perjanjian diantara keduanya bisa berlangsung
cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Dalam Islam, masalah jangka
waktu dalam gadai memang tidak ada batasan yang jelas, hanya saja Allah
menganjurkan jika orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi
hutangnya, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, hal ini terdapat
dalam Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 280, yang berbunyi :

(B Zsalis 345 o) t.s-.—u}:- igbial o ;;w JIss a7t 45 € o
Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah
tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua
utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. e

Namun dengan tidak adanya batasan waktu tersebut terkadang
menyebabkan masalah baru di masyarakat yang ujung-ujungnya berakhir pada
sengketa. Hal ini biasanya karena orang-orang yang melakukan akad tersebut
sudah meninggal, sehingga antara pihak yang terkait ada perselisihan tentang

masalah tersebut. Dalam prakteknya, pemanfaatan barang gadai yang terjadi di

® Departemen Agama RI, A/-Qur'sn dan Terjemah, (Jakarta : CV Pustaka Agung Harapan, 2006), 59
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masyarakat Desa Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini sudah
menyalahi aturan agama karena pemanfaatan barang gadai tersebut dikuasai
penuh oleh murtahin, dan rahin selaku pemilik sah sawah tersebut tidak
mempunyai hak sama sekali untuk mengelola dan mengambil manfaatnya.
Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut hanya sebatas
untuk biaya perawatan. Praktek gadai dengan pemanfaatan yang sepenuhnya
dikuasai oleh murtahin tersebut sudah lama terjadi di masyarakat Desa Dukuh.
Hal ini seakan sudah menjadi tradisi, karena rata-rata praktek gadai seperti
itulah yang dijalankan oleh masyarakat. Sekiranya ada formulasi baru yang lebih
baik dalam pegambilan manfaat barang gadai tersebut mungkin akan tercipta
tatanan hukum yang benar-benar sejalan dengan kaedah Islam. Seperti yang
ditawarkan oleh M. Ali Hasan dalam bukunya Berbagai Macam Transaksi
Dalam Islam "...barang jaminan seperti sawah atau ladang hendaknya diolah
supaya tidak mubazir (tidak produktif) dan mengenai hasilnya dapat dibagi
antara pemilik dan pegadai (pemberi hutang dengan gadai sawah ), atas
kesepakatan bersama. Ada satu hal amat penting yang perlu diingat, bahwa
hasilnya tidak boleh menjadi hak sepenuhnya pegadai seperti yang berlaku
dalam masyarakat dan praktek semacam inilah yang diupayakan supaya lurus

dan sejalan dengan ajaran Islam.~*

“ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta : PT. Raja Grafindo,
2003), 258
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Sekiranya formulasi di atas di praktekkan di masyarakat dan kedua
belah pihak, maka akad gadai tersebut akan menjadi lebih baik,sehingga akad
tersebut benar-benar sejalan dengan Hukum Islam. Dari uraian diatas penulis
menegaskan bahwa praktek tradisi hutang dengan gadaidengan pengambilan
manfaat sawah gadai dikuasai sepenuhnya oleh murtahin yang terjadi di Desa
Dukuh Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak sah menurut Al-

Qur’an, al-Hadits dan Ijma‘ Ulama.



